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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah
	 Guna menjamin kesejahteraan masyarakat terutama untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat korban kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah mendirikan perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas. Sebagai wujud dari niat tersebut adalah dengan mendirikan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja (PN AKJR) pada 1 Januari 1965 berdasarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1965. Ada pun tugas Jasa Raharja adalah melaksanakan UU No. 33 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, laut, dan udara dan UU No. 34 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas  akibat tabrak dua kendaraan atau lebih, dan tertabrak kereta api.
	Mengemban amanah pemerintah sebagai pelaksana UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964 yang harus menjamin kepastaian dalam pemerataan perlindungan para pengguna kendaraan, baik penumpang umum maupun pribadi, tentunya perkara ringan. Semakin melonjaknya jumlah pengguna moda transportasi baik darat, laut, maupun udara di satu sisi memang merupakan peluang karena akan secara otomatis meningkatkan jumlah premi yang masuk.
	Namun bertambahnya jumlah maupun frekuensi lalu lintas itu juga menambah resiko terjadinya kecelakaan. Logika seperti itu memang cukup masuk akal. Ini terlihat dari perkembangan jumlah santunan yang harus dibayar perusahaan sejak 2002 sampai 2005 selalu menunjukan kenaikan yang cukup signifikan. Untunglah kecenderungan itu tidak berlanjut pada 2006 karena klain yang dibayarkan perusahaan pada tahun itu, justru sedikit menurun.
	Tahun 1978, Jasa Raharja mendapat tugas menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Hanya saja, penugasan ini berakhir pada 1994 sejalan dengan diterbitkannya UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang antara lain menghapus bahwa perusahaan asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilalang menjalankan asuransi lain. Atas amanat UU tersebut, maka terhitung 1 Januari 19994, Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib menjalankan program asuransi sosial.
	Jasa Raharja sebenarnya merupakan hasil peleburan dari Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Bhakti yang merupakan gabungan dari tiga perusahaan Belanda yakni Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, dan Fa. Sluiiter & Co. Kedua  PAKN Ika Dharma yang berasal dari NV Assurantie kantoor langeveldt-Schroder. Ketiga adalah PAKN Ika Mulya yang merupakan gabungan dari NV Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, dan NV Kantoor Asuransi ”Kali Besar”. Keempat adalah PAKN Ika Sakti yang sebelumnya bernama PT Maskapai Asuransi Arahan Baru.
	Keempat perusahaan tersebut kemudian dilebur menjadi PAKN Ika Karya yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. Pada 1 Januari 1965 perusahaan tersebut diubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja sampai sekarang.
	PT Jasa Raharja (Persero) bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan program asuransi sosial yang menjalankan amanat Undang-undang No. 33 tahun 1964 jo. PP No.17 tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, UU No. 34 tahun 1964 jo. PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh perseroan.
	Pelayanan merupakan faktor kunci bagi sebuah perusahaan asuransi sosial seperti Jasa Raharja. Pelayanan khususnya atas klaim secara cepat adalah tolok ukur keberhasilan sebuah perusahaan asuransi sosial. Karena itulah Jasa Raharja berupaya semaksimal mungkin untuk membayar santunan kepada para ahli waris korban. Terbukti selama lima tahun terakhir perusahaan ini mampu memenuhi target waktu penyelesaian santunan dalam tujuh hari sejak kecelakaan terjadi dan satu hari setelah berkas lengkap diajukan
	Untuk menangani korban luka, Jasa Raharja bekerjasama dengan rumah sakit dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ini dimaksudkan agar penangannan korban lebih terjamin dan juga untuk memudahkan proses penyelesaian administrasi santunan. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jaringan pelayanan secara bertahap juga terus diperluas. Kini di seluruh tanah air, Jasa Raharja memiliki jaringan berupa satu kantor pusat, 27 kantor cabang, 60 kantor perwakilan, serta 423 kantor samsat.     	
Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk mengetahui pelaksanaan  pembayaran pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja,  maka dalam kuliah kerja lapangan ini penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul “PROSEDUR ADMINISTRASI PENYELESAIAN DANA SANTUNAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JAWA BARAT”.

1.2   Identifikasi Masalah 
		Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penyusun mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 
1.  Bagaimana  Prosedur Pembayaran  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?
2.  Bagaimana  Prosedur  Pelimpahan  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?
3. Bagaimana  Prosedur penolakan   Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?
4. Bagaimana  Prosedur Penyelesaian Ex.Gratia  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?
5. Bagaimana  Hak Regress  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?

1.3  Maksud dan Tujuan 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat,
	Tujuan yang ingin dicapai dalam Kuliah Kerja Lapangan ini adalah :
1. Untuk Mengetahui  Prosedur pembayaran   Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui  Prosedur  Pelimpahan  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat. 
3. Untuk Mengetahui Prosedur penolakan   Dana Santunan di PT.  Jasa   Raharja (Persero) Jawa Barat .
4 Untuk Mengetahui  Prosedur Penyelesaian Ex.Gratia  Dana Santunan di   PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?
5. Untuk Mengetahui Hak Regress  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat ?

1.4  Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu :
1. Kegunaan Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis serta dapat menjadi bahan tambahan pengembangan wawasan di bidang Ilmu Pemerintahan secara umum dan secara khusus dalam bidang Sistem dan Prosedur Administrasi Penyelesaian  Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat.
2.  Kegunaan Secara Praktis
a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran sekaligus masukan kepada PT. Jasa Raharja dalam mengoptimalkan pelaksanaan Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan. Untuk upaya memberikan pelayanan publik, sehingga dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi penyelesaian dana santunan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia “prosedur” adalah tata-cara atau urutan kegiatan yang harus dilalui.
Menurut Wijana (2002:27) dalam bukunya Managemen Dana Pensiun menyatakan, bahwa prosedur adalah rangkaian langkah atau kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti pendekatan fungsional. 
Di bawah ini pengertian Prosedur menurut Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul Sistem Akutansi adalah sebagai berikut.
“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 			melibatkan 	beberapa orang dalam suatu departemen atau 			lebih yang dibuat untuk 	menjamin penanganan secara 			berulang-ulang.” (2001;5)

Berdasarkan pendapat di atas, prosedur merupakan suatu kegiatan yang tersusun yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok atau perorangan yang dapat dilakukan berulang - ulang. 
Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai berikut. “Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang 	dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.” (2004:198). Berdasarkan pendapat di atas prosedur adalah serangkaian aktifitas yang di lakukan berulang-ulang.
Berdasarkan keputusan Direksi No.SKEP/79/XI/1995 tanggal 28 November 1995 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan, Maka Pada PT Jasa Raharja terdapat beberapa kriteria dalam Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan diantaranya :
1.  Prosedur Pembayaran   
Pengajuan berkas santunan adalah permohonan dari korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, untuk memperoleh santunan dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 jo. Peraturan Pelaksanaannya.
2. Prosedur Pelimpahan	
Bagi berkas yang telah memenuhi persyaratan dan penanganan kasusnya telah diproses serta siap dibayarkan, sedangkan korban/ahliwaris korban berada diwilayah Cabang/Perwakilan lain maka berkas agar segara dilimpahkan ke Cabang/Perwakilan terdekat dengan domisili korban/ahliwaris korban.
3. Prosedur Penolakan
Pengajuan klaim yang tidak baik oleh UU.33/1964 maupun UU.34/1964 supaya segera dilaksanakan penolakan dengan mengirimkan surat penolakan kepada korban/ahliwaris korban dengan tembusan ke Divisi klaim.
4. Prosedur penyelesaian Ex Gratia
Pembayaran dana santunan melalui jalur Ex. Gratia pada prinsipnya adalah pembayaran dana santunan terhadap kasus-kasus kecelakaan yang tidak terjamin sesuai dengan ketentuan UU. No. 33 & 34 Jo PP No. 17 & 18 tahun 1965.
5. Hak Regres
Kepada Pemilik/Pengusaha kendaraan  bermotor yang melanggar ketentuan UU. No.34 tahun 1964 juncto PP No.18 tahun 1965 pasal 14, supaya dilakukan penagihan yang di sampaikan secara tertulis kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dimana surat penagihan ditanda tangani oleh Ka. Cabang.

Menurut Henri Fayol (1841-1929) Administrasi merupakan:
“ Suatu proses yang menyeluruh dan terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan dan bersambungan. Manusia merupakan pertimbangan penting dalam manajemen daripada alat-alat teknik moderen, bahasa dan sasaran ditetapkan dan dicapai melalui manusia, dengan demikian konsep penting dalam manajemen adalah manusia, lingkungan kerja, dan hubungan diantara mereka”.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa administrasi merupakan sebuah proses yang saling berhubungan dengan satu yang lainnya. 
Pengertian Administrasi yang lainnya menurut Dwight Waldo (1955) yaitu “Adminisrtasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang rnempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”. Menurut pengertian Dwight Waldo bahwa Administrasi adalah suatu usaha pemikiran  manusia yang mempunyai tingkat daya pikir  yang sangat tinggi.
Berdasarkan definisi diatas, Penulis merumuskan definisi Operasional  konsep Prosedur dan Administrasi sebagai berikut:
1. Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara berulang-ulang.
2. Administrasi adalah suatu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang rnempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi .














	Berdasarkan definisi operasional di atas, maka model kerangka pemikiran usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagan 1.2
Model Kerangka Pemikiran

 (
Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat
) (
Bagaimana 
Prosedur
 Administrasi Penyelsaian
 
Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat
Hambatan-hambatan 
apa
 yang terjadi dalam Prosedur Administrasi Penyelesaian
 
Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat.
Bagaimana Penanggulangan 
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Prosedur Administrasi Penyeleaian 
Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat.
)

1.6 Metode Dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)   
1.6.1 Metode Laporan KKL
Adapun metode penelitian  yang di gunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu:
Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian (Burhan Bugin, 2001:124).

Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang ditunjukan untuk memecahkan masalah pada waktu penelitian atau pada masa sekarang yang aktual, sehingga penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu.




1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Studi kepustakaan, yaitu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku, dokumen, diktat dan peraturan maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara pengamatan langsung ke obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan efektifitas sistem informasi rekam medik.

1.7   Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) Jl. Soekarno Hatta No. 689 a Bandung Tlp. (022) 7312476-7312478 Cabang Jawa Barat. 




Tabel 1.1
Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

	Kegiatan
	Tahun 2009

	
	April
	Mei 
	Juni 
	Juli 
	Agstus
	Sep-Okt
	Nov

	Pengumuman Dosen Pembimbing  KKL
	
	
	
	
	
	
	

	Pemilihan Lokasi KKL
	
	
	
	
	
	
	

	Bimbingan UP Laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	UP Disetujui Pembimbing
	
	
	
	
	
	
	

	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	Bimbingan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	Pengumpulan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	





